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PENETAPAN
Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Br

s a1 A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Botto Botto, Desa Lompo
Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan
ABK, tempat kediaman di Jalan Mangkupalas, Kelurahan
Mesjid, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda,

sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16

Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Br

tanggal 16 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari
Jum'at, tanggal 20 April 2007, di JI. Mangkupalas, Kelurahan Mesijid,
Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 338/06/IV/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda, tertanggal 21 April 2007.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah
membina rumah tangga selama delapan tahun tujuh bulan di rumah
kontrakan Penggugat dan Tergugat di JI. Mangkupalas (Samarinda) serta
telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Anak pertama, umur 8 tahun

- Anakkedua,umur4 tahun

kedua anaktersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2011 rumah tangga
Penggugatdan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
a) Tergugat mempunyai sifattemperamen,

b) Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan sering mengusir
Penggugat apabila marah, tapi Penggugat masih berusaha untuk
bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwaternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September
2015, Penggugat mintaizin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah nenek
Penggugat di Botto Botto (Barru) karena Penggugat merasa sakit hati dan
tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat .

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
September 2015 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Penggugatdan
Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi
mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugatdengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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3. Membebankan biaya perkara menuruthukum.
Subsider:
- Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan
Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Tergugat;;

Bahwa atas upaya damai tersebut, Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Bahwauntuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Penggugatdan Tergugattelah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya,;

Menimbang, bahwaoleh karena Penggugat mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan
menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugatdicabut, namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingatdan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

dan peraturan yang berkaitan dengan perkaraini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.491.000,00 (empatratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasniati D sebagai
Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan Ugan Gandaika, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Ttd
Ttd
Dra. Hj. Hasniati D
Rusni, S.HI.
Ttd Panitera Pengganti

Ttd
Ugan Gandaika, S.H.
Dra. St. Hajerah
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Perincian biaya:
¢ Pendaftaran :Rp 30.000,00
e ATK Perkara :Rp 50.000,00
¢ Panggilan :Rp 400.000,00
e Redaksi ‘Rp 5.000,00
e Meterai 'Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).
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